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ABSTRAK 

Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker 

dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Dalam melaksanakan tugasnya, TTK 

boleh mendapatkan pelimpahan pekerjaan dari apoteker namun harus berada di 

bawah supervisi apoteker. Namun pada praktiknya di lapangan banyak di jumpai 

TTK yang melakukan pelayanan kefarmasian tanpa pengawasan dan bimbingan 

langsung dari apoteker, serta dalam pelimpahan oleh apoteker kepada TTK tidak 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait TTK dalam 

melakukan pelayanan kefarmasian dan untuk mengetahui pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian. 

Dengan metode penelitan, menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dengan 

spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Metode sampling yang digunakan adalah purposif sampling. Analisa 

data dilakukan secara kualitatif dan di sajikan dalam bentuk tabel, gambar dan 

narasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) Pengaturan terkait TTK dalam 

melakukan pelayanan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian secara 

umum sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari peraturan 

tingkat pusat, peraturan tingkat daerah dan kebijakan pimpinan fasilitas pelayanan 

kefarmasian. Namun secara hierarki masih ada beberapa peraturan perundang-

undangan tingkat pusat yang saling tumpang tindih sehingga pelaksanaanya di 

lapangan belum optimal, dan secara khusus diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 

2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, PMK Nomor 72 tentang Standar Pelayanan 

di Rumah Sakit, PMK Nomor 73 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di 

Apotek, PMK Nomor 74 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas 

dan PMK Nomor 889/MENKES/PER/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan 

Izin Kerja Tenaga Kefarmasian kebijakan pimpinan fasilitas pelayanan 

kefarmasian berupa Surat keputusan dan SOP.  (2) Subjek pelaksana perlindungan 

hukum terhadap TTK yaitu Dinas Kesehatan, apoteker penanggung jawab dan 

PAFI. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TTK belum maksimal karena 

38% TTK yang berpraktik belum memiliki SIPTTK, meskipun 62% lainnya 

sudah memiliki SIPTTK. Belum semua TTK yang berpraktik memahami SOP, ini 

tentunya bisa memicu terjadinya kesalahan dalam pelayan kefarmasian. Bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan kepada TTK adalah perlindungan hukum 

secara preventif dan perlindungan hukum represif. 

 

Kata Kunci :  Perlindungan Hukum, Tenaga Teknis Kefarmasian, Pelayanan 

Kefarmasian, Fasilitas Kefarmasian   
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ABSTRACT 

 

 

Pharmaceutical technical workers (hereinafter: PTWs) are those who assist 

pharmacists in carrying out pharmaceutical services. In carrying out their duties 

PTWs may get work delegation from pharmacists but they must be under the 

pharmacists’ supervision. However, many PTWs are, as a matter of fact, found 

carrying out pharmaceutical services without such supervision and direct guidance 

from pharmacists. Besides, the delegation of the pharmacists to PTWs is 

frequently not in accordance with the prevailing statutory provisions. 

This study aimed to see the regulations related to PTWs in conducting 

pharmaceutical services and to see the implementation of legal protection to them 

when they were conducting the services. This study used a socio-legal approach 

having analytical descriptive specifications. The data gathered were both primary 

and secondary ones whereas the sampling technique was purposive sampling. The 

data were qualitatively analyzed before being presented in tables, pictures and 

narratives. 

The results showed that (1) the settings related to PTWs in conducting 

services at pharmaceutical service facilities were, in general, had already been 

regulated in some legislations, from the central leveled regulations to the regional 

leveled regulations and even some policies made by the heads of pharmaceutical 

service facilities. Hierarchically, however, there were some overlapping central 

leveled regulations so that their implementation could not be optimal, among 

others, Governmental Regulation (PP) Nr. 51 of 2009 on Pharmaceutical Work, 

Health Minister’s Regulation (PMK) Nr. 72 on Hospital’s Service Standards, 

PMK Nr. 73 on Pharmaceutical Service Standards at Pharmacy, PMK Nr. 74 on 

Pharmaceutical Service Standards at Health Center (Puskesmas) and PMK Nr. 

889/MENKES/PER/2011 on Registration, Practice License and Work Permit for 

Pharmaceutical Workers, some policies of pharmaceutical service facility 

management heads in the form of decrees and standard operational procedures 

(SOP); (2) the subjects in implementing the legal protection to PTWs were the 

Health Office, Pharmacists in charge and PAFI. The implementation of legal 

protection to PTWs had not been optimal because 38% of the practicing PTWs did 

not have SIPTTK (practicing permits) whereas the rest of 62% did. Not all PTWs 

practicing could understand SOP so it could lead to errors in providing 

pharmaceutical services. The forms of legal protection given to PTWs was in the 

forms of preventive and repressive legal protections. 

 

 

Keywords: legal protection, pharmaceutical technical workers,  pharmaceutical 

services, pharmaceutical facilities. 


